
 

 

SKRIPSI 

 

 
 

PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KAWASAN  

PERKOTAAN OLEH PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA  

 

Diajukan Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh  

Gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas 

 

 

Oleh: 

 

MARCELLINA SITI NABILA 

1510112103 

 

 

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM AGRARIA DAN SUMBER DAYA 

ALAM (PK VIII) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembimbing : 

Dr. Azmi Fendri, S.H., M.Kn 

Titin Fatimah, S.H., M.H 

 

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS ANDALAS 

PADANG 

2019 



 

 

PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KAWASAN PERKOTAAN 

OLEH PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA 

 

(Marcellina Siti Nabila, BP: 1510112103, Fakultas Hukum, Universitas 

Andalas,  87 halaman, 2019) 

 

ABSTRAK 

 

Penyediaan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan menjadi hal yang sangat 

penting sekarang ini. Di kawasan perkotaan ruang terbuka hijau memegang 

peranan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dalam beraktivitas sekaligus 

mendatangkan dan mengendalikan kenyamanan serta keserasian estetika kota.  

Kondisi ruang terbuka hijau di DKI Jakarta 2018 baru mencapai 7,56%, padahal 

sesuai amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, kawasan perkotaan harus 

mempunyai ruang terbuka hijau minimal 30% yang terdiri 20% RTH Publik dan 

10% RTH Privat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana 

Pemerintah dalam menyediakan RTH, apa saja kendala yang dihadapi Pemerintah 

Provinsi DKI Jakarta dalam menyediakan RTH dan upaya pemerintah untuk 

mengatasinya. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Cipta karya, Tata Ruang dan 

Pertanahan Provinsi DKI Jakarta dan Dinas Kehutanan DKI Jakarta. Penelitian ini 

menggunakan metode yuridis sosiologis (empiris). Sumber data yang digunakan 

adalah data primer dan data sekunder. Data diperoleh dengan cara wawancara 

dengan Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang Kota Dinas Cipta 

Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta serta Dinas Kehutanan. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa ruang 

terbuka hijau di DKI Jakarta masih belum tercapai 30% hal tersebut karena ada 

beberapa faktor yang menghambat proses penyediaan RTH yaitu faktor 

keterbatasan lahan, faktor keterbatasan anggaran, faktor lemahnya pengawasan 

serta kurangnya pastisipasi dari masyarakat. Banyak upaya yang telah dilakukan 

untuk memenuhi RTH di kawasan perkotaan, namun hal tersebut masih jauh dari 

ideal. 

 


